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ABSTRAK

Gedung pewakilan diplomatik merupakan hal yang dilindungi dalam
Konvensi Wina 1961 di dalam kegunaannya sebagai tempat penunjang kegiatan
missi diplomatik antar negara yang memiliki kekebalan dan tidak adapat diganggu
gugat. Negara penerima.wajib mengambil langkah yang perlu untuk melindungi
serta mencegah setiap gangguan atau kerusuhan yang dapat menganggu
perdamaian missi dan ‘menurunkan harkat serta martabatnya, sekalipun negara
penerima-sedang dalam keadaan konflik bersenjata internasional maupun non-
internasional, negara penerima wajib melindungi, menghormati, serta memelihara
gedung perwakilan diplomatik bersama-dengan barang-barang dan arsip-arsipnya.

Masalah pokok: penelitian yang akan di bahas penulis adalah bagaimana
implementasi_perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik di
wilayah konflik menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimanakah status hukum
gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah konflik.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder, dimana terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk
mengidentifikasi konsep atas asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini
penulis akan' melakukan penelitian hukum' terhadap -perspektif hukum
internasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah implemensi mengenai
perlindungan gedung diplomatik terdapat pada Rasal 22 Kenvensi Wina 1961,
negara penerima bukan saja‘mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung
perwakilan diplomatik, tetapi juga keadaan lingkungan yang berada diluar gedung
diplomatik dan'Pasal 1 (i) Konvensi Wina 1961 secara jelas memberikan batasan
bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan
tanah tempat gedung itu didirikan. Status Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) saat ini masth mengaktifkan kantor perwakilan yang berada di Damaskus
walaupun sudah masuk status Siaga Ill, ini dikarenakan masih banyak Warga
Negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah.

Kata Kunci : perlindungan, gedung perwakilan diplomatik, wilayah konflik

Xi



ABSTRACT

The diplomatic representation building is protected under the Vienna
Convention of 1961 in its use as a place to support diplomatic mission activities
between countries that have immunity and cannot be contested. The recipient
country must take the.necessary steps to protect and‘prevent any disturbance or
riots that can disturb the mission's peace and.reduce its dignity and status, even
though the recipient. country is In a state of international or non-international
armed conflict, the recipient country must protect, respect and maintain the
building diplomatic representatives along with their goods and files.

The main research prablem: thatwill be discussed by the author is how
the implementation of legal protection of diplomati¢ representative buildings in
conflict areas according to the 1961 Vienna Convention and how the legal status
of diplomatic representative buildings in conflict areas.

The research method that | use is a normative legal research method,
namely legal research carried out by examining library material or secondary data,
where the library material is intended to identify concepts of principles and legal
principles. In this case the author will conduct legal research on the perspective of
international law.

The results of research conducted by the author are the implications
regarding the protection of diplomatic buildings contained in-Article 22 of the
1961 Vienna Caonvention, thesrecipient country. not-only has.the obligation to
protect diplomatic representative buildings, but also the environmental conditions
that are outside the diplomatic building and Article 1 (i) of the 1961 Vienna
Convention it clearly provides a limitation that representative buildings are
buildings and their parts and-the dand fonwhich they are.built. Status of the
Indonesian Embassy (KBRI) is currently still activating a representative office in
Damascus even though it has entered the status of Alert 111, this is because there
are still many Indonesian citizens (WNI) who are in Syria.

Keywords: protection, diplomatic representative building, conflict areas

xii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELA

Ma

SLARARARS

‘i‘“‘ﬁ"
o

manusia ya
dengan ma
kepentingan.
manusia. Untuk

dan menyelesaika

Hak Asasi . er an anugrah yang diberikan
oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara
kodrat dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus
dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J ayat (1) menyebutkan
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“.....Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.....” (Muslikhah, 2017, p. 93).

Bermula dari konsep manusia sebagai makhluk sosial maka terjadilah

atu negara

Negara diakui sebagai subjek utama, terpenting dan mempunyai
kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi
Montevideo Tahun 1993 Tentang Hak Dan Kewajiban Negara menyatakan bahwa
terdapat karekteristik atau syarat berdirinya negara yaitu salah satu adanya

pemerintahan yang berdaulat, sehingga negara memiliki kemampuan untuk

mengadakan hubungan dengan negara maupun subjek hukum internasional
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lainnya (Sefriani, 2016, p. 95). Negara-negara sebagai subjek hukum diatur oleh

hukum internasional.

Sumber hukum.menurut Halim adalah segala.sesuatu yang menimbulkan

yang secara ) clah dike ¢ § : mber hukum
materiil a ar-S e . suatu hukum

sendiri, baik secara langsung maupun tic ang yt 7, p. 150).

elindungi hak-

hak kehidupan ma 2 ' i n akat membutuhkan

hukum diletakka 3 c e | maka keadilan

perbuatan baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat haruslah
mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum
tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara itu
memerintah apabila negara itu netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua
golongan masyarakat, dan mengabdi pada kepentingan umum (Arifin Bur dan

Wira Atma, 2017, p. 405).
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Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas
hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan negara maupun

hubungan antar subjek internasional atau persoalan yang melintasi lintas batas

yang men 3las 3 1€ Jjadakan hubungan

internasiona

negara dalam

rangka berinteraksi de 208 2ra sebut harus dibina

dilakukan dengan berbagai cara ba U dalam bentuk perjanjian-perjanjian
internasional membentuk suatu organisasi internasional maupun mengirimkan
perwakilan ke negara lain yang disebut perwakilan diplomatik (Parthiana, 2002, p.
1). Dengan adanya pengiriman perwakilan suatu negara ke negara lain berarti

negara tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang

bersangkutan.
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Negara disebut sebagai subjek hukum internasional karena seperti halnya
manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia

lainnya, maka negara juga perlu berinteraksi dengan negara lainnya. Dalam

I.yang telah

a (PBB) dan

juga dala embuka C . - Diplomatik

“.....mengemba r nersahabats ‘p sa berdasarkan
penghargaan atas j rsamaan nentukan nasib

sendiri, dan il tindakan-tindakan lain_untuk erteguh perdamaian

Dengan semakin pesatnya pemakaia p kebiasaan yang dianut oleh praktik-
praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang
merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum oleh

masyarakat hukum internasional.

Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara-negara

asing oleh perutusan-perutusan diplomatic (diplomatic envoys) dan staffnya. Misi-
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misi diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataannya
pejabat-pejabat yang berdinas dapat berubah-berubah dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada ratusan tahun, lembaga

menyusun Sua anga v 2 akan wujud dari

kebiasaan-kebias | natik yang dikenal

menyusun kodifikasi prinsip-prinsip diplomatik. Konvensi Wina 1961
sangat berpengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik, hampir
seluruh negara di dunia yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan
ketentuan dalam konvensi itu sebagai landasan hukum pelaksanaannya (Strake J.

G., 2007, p. 558).



Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan
antar negara dengan didasarkan atas permufakatan (consensus) bersama yang
kemudian dituangkan dalam instrument-instrument hukum sebagai hasil dari
kodifikasi kebiasaan internasional (Suryokusumo, Sumaryo,. 2007, p. 5). Hukum
diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan yang dilandasi atas prinsip
kesepakatan bersama, prinsip persetujuanstimbal balik dan prinsip lainnya yang

disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik.

Suatu negara dalam melakukan penyelanggaraan hubungan tersebut
memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang
nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili
dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara
membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (duta) diplomatik

negara pengirim pada negara penerima (Hanif; 2008, p. 38).

Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari negara asalnya,
perwakilan diplomatik disuatu negara ini dikepalai oleh seorang duta besar dari
suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan
(letter of credential). Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana
pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat
itu, hal mengenai kekebalan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum
saat itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat
diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-17 sudah dianggap
sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-18

aturan-aturan  kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan
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keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung

perwakilan, dan komunikasi diplomat.

Kekebalan diplomatik yang melekat pada pejabat diplomatik berdasarkan

’ .‘.;(;;llﬁﬂl‘|lﬁﬁl‘|lﬁil
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Q m ‘ tentu.Jelas bahwa jika mereka tetap
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bergantung kepada pemerintahan mereka mungkin
terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan

perseorangan

. Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka

dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil (Suryokusumo,

2005, p. 56).
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Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing disuatu negara pada

hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para diplomat

adanya gangguan terhadap para dip asing, baik kebebasan, kehormatan,
gedung perwakilan maupun rumah kediaman duta besar menurut hukum
internasional diperlakukan sama. Dengan demikian, keduanya berhak memperoleh
perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan atau

duta besar kecuali jika terjadi kebakaran, atau bencana lainnya yang memerlukan

tindakan-tindakan yang cepat.



Pada pasal 45 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
dijelaskan bahwa tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing suatu
negara pada hakikatnya menyangkut 2 aspek. Aspek pertama adalah mengenai
kewajiban negara penerima..memberikan.-perlindungan. sepenuhnya bagi
perwakilan asing dinegara tersebut dari Setiap gangguan. Bahkan bila terjadi
keadaan luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik
bersenjata. antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara
penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip
tetap harus dilakukan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri
yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan

semua arsip yang ada didalamnya (Suryokusumo, 2005, p. 71).

Di dalam Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 1 (i) secara jelas memberikan
batas bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya
dan tanah tempat gedung itu didirikan tanpa memperhatikan siapa pemiliknya
yang digunakan untuk keperluan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman

kepala perwakilan.

Semejak awal kelahirannya, ‘suatu negara tak lepas dari sengketa, baik
sengketa dalam negeri maupun sengketa luar negeri. Sengketa-sengketa tersebut
dapat dipicu oleh masalah ekonomi, perbatasan, kerusakan lingkungan, politik
hingga pemberontakan. Tak jarang, jalan yang dipilih untuk menyelesaikan
masalah tersebut dengan perang. Perang masih menjadi hambatan terbesar dari
terciptanya perdamaian dunia. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa

merupakan cara yang telah digunakan dalam praktik sejak lama. Bahkan perang

10



juga telah dijadikan sebagai alat bantu kebijakan luar negeri. Namun, perlu
dicatat, dalam perang terdapat suat prinsip pembedaan dimana ada dua golongan
dalam perang yaitu golongan yang ikut berperang dan golongan yang tidak terlibat
dalam perang seperti penduduk:sipil, perwakilan diplomatik.(baik kantor, maupun

utusan diplomatik), perwakilan konsuler, misi khusus dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangannya didalam/dinamika hubungan diplomatik
adalah kejadian yang tidak dapat dihindari, yaitu pelanggaran-pelanggaran
ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan kekebalan
diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak

negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut di tempatkan.

Perwakilan diplomatik merupakan representasi dari suatu negara yang
disebut negara pengirim yang kemungkinan tidak ada kaitannya secara langsung
dengan konflik bersenjata yang sedang terjadi di wilayah tersebut, oleh karena itu
suatu perwakilan diplomatik tidak boleh tersentuh atau terkena dampak dari
perang secara langsung seperti diserang, dimasuki, disandera apalagi hingga jatuh
korban dari petugas diplomatik yang sedang bertugas. Hal ini juga dipertegas oleh
kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik tersebut.
Namun demikian dalam perakteknya hal tersebut tak lantas perwakilan diplomatik

suatu negara lolos dari serangan dalam kondisi perang.

Banyak kasus yang terjadi pada gedung perwakilan yang ada disetiap
negara. Sebagai contohnya penulis mengambil kasus gedung perwakilan

diplomatik (Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)) yang berada diwilayah
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konflik Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah berawal ketika kerusuhan yang
menyebar, tindakan kekerasan semakin meningkat. Para pendukung oposisi

mengangkat senjata, pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir

brigade p . Intinya awal

mula peral antara mereka

yang mela

g ada di Suriah

nya. Serangan

terjadi.

Beberapa orang lebih memilih untuk meninggalkan Suriah dan pergi
mencari tempat suaka agar terhindar dari kerusuhan tersebut. Mereka semua
berada dibawah tekanan dimana pengeboman terjadi bertubi-tubi dan mereka
menghadapi dimana mereka kekurangan makanan dan obat-obatan yang

diperlukan.
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Serangan rezim Assad juga berlangsung di Ghouta Timur, daerah
pemberontakan utama terakhir yang dekat dengan Damaskus ibukota dari negara

Suriah dan zona de-eskalasi lainnya. Dimana zona tersebut adalah zona keamanan

perada di

-m-..m\i*ng

untuk gedung pe

diplomatik di wilayah konflik menurut Konvensi Wina 1961 studi kasus
Suriah?
2. Bagaimana status hukum gedung perwakilan diplomatik yang berada di

wilayah konflik studi kasus Suriah?
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C. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang berkaitan dengan masalah pokok yang

akan dibahas, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini.adalah sebagai berikut :

berkonflik.
b. Dan pada penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum
internasional khususnya dalam penanganan atas perlindungan hukum
terhadap gedung perwakilan diplomatik di wilayah yang sedang

berkonflik.
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2. Manfaat praktis
a. Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan bagi Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan

s
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utama tetapi juga

berbagai hubungan a fona aupun melalui perjanjian-

perjanjian internasional yang “' dengan negara (Mauna, Hukum
Internasional, 2011, p. 3). Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum internasional
dalam tatanan pengertian membahas mengenai sumber-sumber hukum

internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum lainnya, serta

sikap negara terhadap sistem hukum.

Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara

satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing
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negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat
menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan

(recogniting) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang

adanya pe an-perwakilan

tersebut a menjalankan
diplomasi s lakukan antara

berbagai pi

pemegangnya bila ingin masuk k ayah negara lain karena mempunyai

kepentingan dari wilayah asalnya.

Seiring berjalannya waktu, sekarang ini perkembangan diplomasi
merupakan cara bernegoisasi atau berunding yang diadakan antara para pejabat

negara maupun para kepala negara berkaitan dengan kepentingan negaranya
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masing masing. Setiap negara berdaulat mempunyai hak menerima dan

mengirimkan perwakilan diplomatik.

ingan negara

diijinkan oleh

3)
4) perkembangan

erintah negara

5) jukka girim dan negara

ilmiah

Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para
diplomat yang mewakili negaranya masing-masing memiliki kekebalan yang kuat
dari yuridiksi negara penerima. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara
jelas dalam hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima dan
kadang-kadang diberikan lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum

internasional (Ak, 2008, p. 6).
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Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga teori mengenai landasan
hukum pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di luar negri, yaitu

sebagai berikut :

b. Teo .
%

o

=4

alat-alat ke mua gangguan

yang dian para diplomat

ALAALAG

memiliki ha kuasaan negara

boleh diganggu gugat (inviolabilitas), khususnya terhadap gedung perwakilan
asing di suatu negara. Dalam hal tidak dapat diganggu gugatnya perwakilan asing,
berdasarkan ketentuan pasal 22 Konvensi Wina 1961, perlindungan terhadap
gedung perwakilan asing mutlak harus diberikan oleh negara penerima, bahkan
pejabat maupun petugas dari negara penerima sekalipun tidak dapat

memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi (ayat (1)).

18



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Negara penerima wajib mengambil segala langkah yang dianggap perlu
untuk melindungi gedung perwakilan asing dari setiap gangguan atau kerusakan,

serta melakukan tindakan pencagahan atas segala gangguan yang dapat

mengakibatkan nan_ atau dari akan yang berakibat

‘ " H \E“‘ .e @ isinya (ayat

Pemberian hak . ng perwakilan diplomatik dianggap
&‘\\"E’

sebagai suatu hukum internasio g perwakilan negara asing memiliki
kekebalan yang kuat dari negara pengirim, ini dikarenakan berdasarkan adanya

prinsip resiproritas antar negara.

Tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan asing suatu negara pada
hakikatnya menyakut dua aspek. Aspek pertama, adalah mengenai kewajiban
negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan

asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan apabila terjadinya keadaan
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luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata
antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk

melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip harus tetap

itu sendiri

gan semua

Gedung adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang
menyokongnya, tak memandang kepemilikannya dipergunakan untuk tujuan-

tujuan tertentu.

Perwakilan adalah orang atau suatu badan yang mewakili suatu kelompok atau

subjek tertentu untuk suatu tujuan tertentu.
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Diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam

melaksanakan hubungan diplomatik dengan penerima atau suatu organisasi

internasional

Suriah adalah se of: g terle _- i \sia, tepatnya di Asia Barat

yang biasan

permasalahan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai

berikut:
1. Jenis dan sifat penelitin

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian hukum

normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

21



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

pustaka atau data sekunder, dimana terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk
mengidentifikasi konsep atas asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini

penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap perspektif hukum

internasional.

penelitian

a yang dapat

teori baru.

ANV

2. Bahan-

g
< AN AENY

=
)
-
-
QO
>
)
>
«Q
[%2)
[
>
(@)
o
D
(@)
QD
>

L

g memberikan penjelasan

b) Bahan huk . Q"“‘@&»

mengenai bahan huku seperti peraturan-peraturan dan buku
literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum internasional, jurnal
dan media informasi lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, dan
lain sebagainya.

¢) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
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3. Analisis data

Adapun data penulis peroleh berupa perspektif hukum internasional,

penulis sajikan secara.kualitatif dengan menguraikan kalimat yang jelas dan

masalah po
sifatnya kh

ditunjukan

4. Metode

bandingkan dan oleh berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan hukum internasional, kemudian penulis tarik

kesimpulan untuk memberikan keterangan dan materi-materi hukum.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN TE SEJARAH PERKE GAN HUBUNGAN

mengatakan bahwa pade . nye )
wa pad @““.

Negara Yunani telah mengena pada zaman romawi, terbukti dengan
upacara yang diadakannya setiap tahun dalam rangka menerima misi-misi negara
tetangga. Disamping itu telah dikenal pula beberapa perjanjian-perjanjian atau
traktat yang mengatur pola hubungan diplomatik tersebut. Missionaris yang
datang tersebut selalu diperlukakan dengan khas, dihormati serta dijamin

keselamatannya sekaligus diberikan berbagai fasilitas dan keistimewaannya

(Mohd. Sanwani Nst, 1992, p. 26).

24



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Bukti bahwasanya diplomatik telah dikenal sejak dahulu dalam pergaulan
antar bangsa dapat kita lihat bahwa terdapat dalam bebrapa traktat seperti traktat

yang dibuat oleh Raja Ennatum dari negara Lagash (Messopotomia) dengan kota

a_diatas 1000 tahun

Tiongkok je ' ¢ pegara. Pengiriman
dan penerimaa bangsa k : ; walaupun tidak
ada hukum ' g Jara pesar dimana-mana

menikmati ( ¢ ala walaupun tidak

kenyataan bahwa Paus mempunyai pe an tetap disebut aprocrisiarri. Namun
hal ini tidak sampai pada abad ke-13 bahwa duta tetap yangh pertama membuiat
kemunculannya. Republik Italia dan Venesia khususnya, mengambil contoh
dengan terus menempatkan perwakilan-perwakilanya pada ibukota-ibukota yang

lain untuk menegosiasikan urusan dan permasalahan internasional mereka dengan

lebih baik.
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Dan pada abad ke-15 republik-republik ini melai mengirimkan perwakilan
tetap di Spanyol, Jerman, Prancis dan Inggris, negara-negara lain mengikuti usaha
tersebut. Perjanjian-perjanjian khusus sering ditandatangani untuk menetapkan
duta-duta yang tetap, seperti-pada tahun 1520, antara Raja Inggris dan Kaisar

Jerman (Oppenheim, 1960, p. 770)

Peristiwa hukum.mengenai diplomatik;/yang sangat penting dan
menggemparkan terjadi pada tahun 1584, tentang duta Spanyel yang terlihat
dalam usaha untuk menjatunkan Ratu Elisabeth dari Inggris dan ingin
membebaskan Ratu Mary yang beragama khatolik dari Scotland. Kerajaan Inggris
pada masa itu sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi meminta pendapat sarjana
terkemuka dari Romawi (Gentili) tentang penyelesaian kasus tersebut, Gentili
menyebutkan bahwa jurisdiksi Inggris tidak berwenang menangani kasus tersebut.
Hingga akhirnya-duta itu diusir.dari, Inggristdan’ selamatlah ia dari kemarahan

rakyat Inggris yang ingin menghukumnya (Mohd. Sanwani Nst, 1992, p. 69).

Sejak akhir'abad ke-15 Inggris, Prancis, Spanyol dan Jerman melanjutkan
kedutaan tetap pada pengadilan masing-masing, namun tidak berlanjut sampai
pertengahan aband ke-17 bahwa kedutaan tetap menjadi lembaga umum
(Oppenheim, 1960, p. 770). Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang
bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada
Kongres Wina 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk
mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Namun
tidak banyak yang telah dicapai dam mereka hanya mengahasilkan satu naskah

saja yaitu hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan Protokol Aix-La-
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Chapelle tanggal 21 November 1818. Sebenarnya Kongres Wina dari segi
substansi praktis tidak menambah apa-apa terhadap praktek yang sudah ada

sebelumnya selain menjadikannya sebagai hukum tertulis (Mauna, Boer, 2011, p.

Bangsa (LE ayaka ‘ asi ya un hasil-hasil
yang telah dieg ' ola ga’ Bangsa-Bangsa.
Alasannya ya ak 3 s sepakatan global

mengenai hak=hak istime ma ukug pleks dan arena itu

Den Haag ya : . kodifikasi hukum

internasional.

Havana menerima konvensi denga a Convention on Diplomatik Officers.
Mengingat sifatnya yang regional, implementasi konvensi ini tidak menyeluruh.
Dengan terjadi perkembangan dan upaya untuk mengembangkan hukum
diplomatik, maka pada akhir 1959 Majelis Umum melalui Resolusi 1950 (XIV)

memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi untuk membahas masalah

kekebalan diplomatik.
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Konferensi dengan nama The United Nations Conference On Diplomatic
Intercouse And Immunities yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret
sampai 4 April 1961, mengahasilkan 3 instrumen : Vienna Convention On
Diplomatic Relations, Optional.Protocol Coneerning Acquisition Of Nationality,
Dan Optional Protocol Concerning The Compulsory Sattlement Of Disputes.
Konvensi itu diterima oleh 72 negara, tigatahun kemudian tanggal 24 April 1964,
konvensi tersebut mulai berlaku, sampai sekarang hampir seluruh negara di dunia

telah meratifikasi konvensi tersebut.

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang
prinsip-prinsip.-hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi.
Dalam hubungannya satu sama lain negara-negara.mengirim utusan-utusannya
untuk berunding dengan negara-negara lain dalam rangka memperjuangkan dan
mengamankan _kepentingan‘- /.masing-masing-' disamping  mengupayakan
terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara yang dilakukan dalam bentuk
pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan
tersebut dinamakan diplomasi (Mauna, Boer, 2011, p. 510), yang dilaksanakan
oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan dilakukan untuk
menjaga hubungan diplomatik ini. Diplomatik adalah segala sesuatu yang
berkenaan dengan hubungan resmi antar negara dan negara (Nasional, 2008).
Sedangkan hukum diplomatik adalah hukum atau ketentuan-ketentuan dari

prinsip-prinsip yang mengatur hubungan luar negeri antar negara.

Pesatnya perkembangan teknologi KIE (komunikasi, informasi dan

edukasi) dewasa ini, telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan
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antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah
mempengaruhi potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya kita dengan

pihak luar, baik itu dilakukan oleh pemerintah, swasta dan perorangan sebagai

jukan untuk

a gilirannya

\ S\ &

ja J'ﬂ pelum bangsa-
bangsa di fg ; plomatik, misi
diplomatik ; ; dia kuno telah
dikenal kete g” ete ubungan antar
raja maupu ﬂ : aktu itu telah
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duta itu diatur menurut hukum kebia etapi hukum kebiasaan internasional
menyangkut masalah itu menjadi jelas pada abad ke-19, dimana pengaturan
hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada Kongres

Wina 1815, yang diubah dan disempurnakan oleh protocol aix-la chapelle 1818.

Kongres Wina tersebut pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah

diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip
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secara sistematis, termasuk klasifikasi jabatan kepala perwakilan diplomatik dan
mengatur prosedur dan mekanisme hubungan diplomatik. Dengan demikian
sampai dengan 1815 Kketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan
diplomatik sebagian besar bersumber dari hukum kebiasaan. Pada Kongres Wina
1815, raja-raja yang ikut dalam konferensi itu sepakat untuk mengkodifikasikan
hukum Kkebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Namun tidak banyak yang
telah dicapai, dan mereka hanya meninggalkan satu. naskah, yaitu hierarki
diplomat (Kklasifikasi jabatan kepala perwakilan diplomatik) yang kemudian

dilengkapi pula dengan Protocol Aix-La Chapelle tanggal 21 November 1818.

Sebenarnya Kongres Wina ini dilihat dari segi substansi, praktis tidak
menambah apa-apa terhadap_praktik yang sudah ada sebelumnya, yang jelas
hanya sebagai upaya positif mengkodifikasikan praktik-praktik negara-negara
dalam bidang hubungan diplomatik itu menjadi-hukum tertulis, sehingga lebih
terjamin kepastiannya. Pada tahun 1927, dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa,
diupayakan kembali kodifikasi yang (LBB) sesungguhnya. Namun, hasil-hasil
yang dicapai komisi ahli ditolak oleh dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Alasannya yaitu, belum waktunya untuk memutuskan tidak memasukkan masalah
tersebut dalam agenda Konferensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun

1930 untuk kodifikasi hukum internasional.

Disamping itu di Havana pada 1928 Konferensi ke-6 Organisasi of
American States (OAS) menerima konvensi dengan nama Convention on
Diplomatic Officers. Konvensi ini diratifikasi oleh dua belas negara Amerika,

kecuali Amerika Serikat yang hanya menandatangani, tidak meratifikasi karena
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menolak ketentuan-ketentuan yang menyutujui pemberian suaka politik.

Mengingat sifatnya yang regional, implementasi Konvensi ini tidak menyeluruh.

Pada tahun 1947, Komisi Hukum Internasional.yang dibentuk oleh Majelis

al di bidang

politik dan ‘ ate a Kum internasional

bidang eko
dan membs
kebebasan at manusia tanpa me an bangsa, ras,

jenis kelami

pat belas topik
pembahasan ya : an diplomatik, terutama
pembahasan
sering terjadi insiden diplomatik se akibat perang dingin dan dilanggarnya
ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatik, maka atas usul delegasi
Yugoslavia, Majelis Umum PBB pada 1953 menerima resolusi yang meminta
Komisi Hukum Internasional memberikan prioritas untuk melakukan kodifikasi

mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik.
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Pada tahun 1954, Komisi mulai membahas masalah-masalah hubungan
dan kekebalan diplomatik, dan sebelum berakhir 1959 Majelis Umum melalui

resolusi 1450 (XI1V) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu Konferensi

, yaitu: Vienna
ing Acquisition
sory Sattlement
ensi Wina tentang

Hubungan diplomat ¢ Di - 5), 18 April 1961

hanya satu negara abstain. Pada April 1961, wakil dari 75 negara
menandatangani Konvensi tersebut, yang terdiri dari mukadimah, 53 pasal, dan 2
protokol. Tiga tahun kemudian, pada 24 April 1964, Konvensi Wina 1961 tentang
Hubungan Diplomatik ini dinyatakan mulai berlaku. Kini, hampir seluruh negara
di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia yang
meratifikasinya dengan UU No.1 Tahun 1982. Pentingnya prinsip-prinsip yang

tercantum dalam Konvensi Wina tersebut digaris bawahi oleh Mahkamah

32



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Internasional dalam kasus United States Diplomatic and Consullars Staff in

Taheran melalui ordinasinya tertanggal 15 Mei 1979, dan pendapat hukumnya

(advisory opinion) tertanggal 24 Mei 1980.

aku seperti
anya sebagai
d continue to

the present

meminta kepala komisi Hukum asional untuk melakukan kodifikasi

mengenai hubungan konsuler.

Pembahasan mengenai hubungan konsuler itu dalam komisi hukum
internasional telah dimulai sejak 1955, yaitu dengan menunjuk Mr.Zoureck
sebagai Reporter khusus. Rencana terakhir konvensi mengenai hubungan

kekonsuleran telah diajukan kepada Majelis Umum PBB pada 1961. Dengan
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resolusi 1685 (XVI) Majelis Umum PBB telah menyetujui rancangan yang

diusulkan dan memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi diplomatik,

dan menyetujui pada awal 1963.

telah ditandatangani pa : inyatalk aku pada tanggal 19

Maret 1967.

Ada Empat puluh
diantaranya kewajiban untuk
menyelesaikan seng gan konvensi mengenai

Umum PBB pada 8 Desember 1969 vensi mengenai misi-misi khusus yang
juga disebut konvensi New York 1969 ini, telah pula diratifikasi Indonesia dengan
UU No.2 tahun 1982 pada 25 Januari 1982. Sebagaimana dikatakan di dalam
mukadimahnya, bahwa Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus ini
merupakan perlengkapan Konvensi Wina 1961dan 1963, dan dimaksudkan dapat

menjadi sumbangan bagi pengembangan hubungan baik semua negara, baik

sistem perundang-undangannya maupun sistem sosialnya.

34



Konvensi New York 1969 beserta protokol pilihannya mengenai
kewajiban untuk menyelesaikan pertikaian yang sudah ada berlaku sejak 21 juni
1985, telah diratifikasi oleh lebih dari lima puluh negara sampai dengan 31
Desember 2004, 23 diantaranya.telah menjadi-pihak Optional Protocol. Hukum
diplomatik telah mencatat kemajuan lebih lanjut bagi negara penerima untuk
mencegah setiap serangan yang-dithjukan kepada seseorang,m kebebasan, dan

kehormatan para diplomat, serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik.

Dalam sidangnya vyang ke-24 pada 1971, sehubungan dengan
meningkatnya kejahatan yang dialkukan terhadap misi diplomatik, termasuk juga
para diplomatnya, dan perlunya untuk menghukum para pelanggar, Majelis
Umum PBB telah meminta Komisi Hukum Internasional mempersiapkan draft
artikel mengenal pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang

dilakukan terhadap orang-orang yang diulindungi-eleh hukum internasional.

Konvensi New York mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan
terhadap orang-orang yangmenurut hukum internasional dilindungi, termasuk para
diplomat 1973 ini akhirnya telah disetujui oleh.Majelis Umum PBB di New York
pada 14 Desember 1973, dengan resolusi 3166 (XXVII). Konvensi ini kemudian
diberlakukan pada 2 Februari 1977, dan sekarang telah tercatat sekitar 79 negara
yang sudah menjadi anggotanya. Konvensi mengenai keterwakilan negara dalam

hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal.

Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Wina 1975 yang juga merupakan

sumbangan yang penting bagi pengembangan kodifikasi hukum diplomatik.
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Urgensi perumusan konvensi sebenarnya didorong oleh adanya situasi dimana
pertumbuhan organisasi internasional begitu cepat, baik jumlahnya maupun

lingkup masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan

ina 1961

(@

a organisasi

a tuan rumah

tempat marka plek seperti ini

benar-bena angat adil dan

memadai.

ernasional untuk

ARG

32 pasal denghan komentar mengenai ruang linghkup dan hal-hal lainnya yang
menyangkut draft articles secara keseluruhan, termasuk perwakilan tetap ada
organisasi internasional secara umum. Selama 1969 dan 1970, setelah
melanjutkan pembahasan mengenai topik tersebut, Komisi Hukum Internasional
telah menyetujui draft articles lagi tentang kekebalan, keistimewaan dan fasilitas

diplomatik bagi perwakilan diplomatik bagi perwakilan tetapi, termasuk
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kedudukan, kekebalan, keistimewaan dan keudahan bagi perwakilan peninjau
tetap, serta delegasi ke berbagai badan dan konferensi. Dalam perkembangannya

terdapat permasalahan baru dalam persidangan 1971 dimana telah dimajukan tiga

atau adanya

internasional

yang bersifat universal telah disele akan di Wina, Austria sejak 4 Februari
sampai 14 Maret 1975 yang dihadiri oleh 81 negara, 2 negara peninjau, 7 badan
khusus, 3 organisasi antar pemerintah dan 7 wakil organisasi pembebasan nasional
yang dilakukan oleh Organisasi Persatuan Afrika atau Liga Arab. Konferensi

kemudian menyetujui konvensi tersebut yang terdiri dari 92 pasal dan terbuka

untuk penandatanganan sejak 14 Maret 1975 sampai dengan 30 April 1975 di
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kementrian luar negeri Austria, kemudian diperpanjang sampai dengan 30 Maret

1976 di PBB New York.

B. TINJAUAN TENIANG PERLINDUNGAN .DAN DASAR HUKUM

engan semakin
praktik negara
erupakan suatu

sebagai hukum

(International Law Co Of suatu rancangan konvensi
internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional
di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan Vienna Convention
on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan
Diplomatik). Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-

negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.
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Konvensi Wina 1961 telah menadai tonggak sejarah yang sangat penting
karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat
menyusun  kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang
menyangkut kekebalan dankeistimewaan..diplomatik wyang sangat mutlak
diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan
hubungan satu sama lain dapat-melakukan-fungsi.dan tugas diplomatiknya dengan
baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta
dalam meningkatkan hubungan bersahabat diantara semua negara. Konvensi Wina
1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik.
Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan

ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaanya.

Agar suatu konvensi dapat mengikat negara tersebut maka tiap negara
haruslah menjadi pihak dalam konvensi. Adapaun-kesepakatan untuk mengikatkan
diri pada konvensi merupakan tindak lanjut negara-negara setelah diselesaikan
suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Tindakan-tindakan
inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, kewajiban
tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi. Akibat dari pengikatan diri ini
adalah negara-negara yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan-peraturan

yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagian.

Akibat dari adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang bertentangan
mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam

perjanjian internasional oleh dua negara akan menimbulkan sengketa.
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Berdasarkan kajian historis diplomasi, telah didokumentasikan ada sekitar 14
ragam tindakan atau reaksi yang dilakukan suatu negara kepada negara lain jika
suatu sengketa terjadi. Diantaranya adalah surat protes, deniels/accusation
(tuduhan/penyangkalan) pemanggilan dubes.untuk konsultasi, penarikan dubes,
ancaman boikot/embargo ekonomi (parsial/total), propaganda anti negara tersebut
di dalam negri, pemutusan hubungan'diplomatik secara resmi, mobilisasi pasukan
militer (parsial/penuh) walaupun sebatas tindakan nonviolent, peniadaan kontak
antar warganegara (termasuk komunikasi). Blockade formal, penggunaan

kekuatan militer terbatas (limited use of force) dan pencetusan perang.

Namun tindakan-tindakan tersebut tidak mesti berurutan, karena dapat saja
melompat dari yang satu ke yang lain. Untuk sampai kepada tingkat ketegangan
berupa pemutusan hubungan diplomatik, apalagi perang, perlu ditakar terlebih
dahulu derajat urgensinya sebelum jpengambilan-keputusan yang bersifat drastis

tersebut.

Perkembangan dunia yang terdiri dari berbagai negara berdaulat ini,
terdapat dua faktor yang paling penting dalam.pemeliharaan perdamaian, yaitu
hukum internasional dan diplomast."Hukum internasional memberikan tatanan
bagi dunia yang bagaimanapun anarkis, bagi pemeliharaan perdamaian. Diplomasi
mempunyai peran yang sangat beragam dalam hubungam internasional. Upaya
manusia untuk memecahkan persoalan perang dan damai telah dianggap sebagai
metode manusia yang paling tua. Diplomasi, dengan penerapan metode negosiasi,
persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya dalam menjalankan hubungan antara

masyarakat yang terorganisasi mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan
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yang sering tersembunyi dibelakangnya. Pentingnya diplomasi sebagali
pemeliharaan keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional teah sangat
meningkat dalam dunia modern ini. Seperti dinyatakan oleh Morgenthau, suatu
pra kondisi bagi_penciptaan dunia yang damai adalah berkembangnya konsesus
internasional baru memungkinkan diplomasi mendukung perdamaian melalui

penyesuaian (peace trought accommaodation).

Perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu
gugat, bahkan para petugas maupun alat-alat negara setempat tidak dapat
memasukinya tanpa meminta izin kepada perwakilan. Disamping itu, dalam
keadaan darurat'yang luar biasa (extreme emergency), seperti kebakaran, bencana
alam huru-hara, penyerangan_masa dan pengeboman. Gedung perwakilan asing
dapat pula dimasuki oleh petugas atau alat-alat negara setempat untuk mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan ,guna-menjamin atau menyelamatkan nyawa
manusia yang terancam. Dalam keadaan yang seperti itu, dianggap perlu untuk
mengambil langkah-langkah segera dan jika duta besar tidak dapat dihubungi
untuk memperoleh izin, hal itu akan mengakibatkan kerusakan dan bahkan dapat
mengancam Kkeselamatan manusia “maka alat-alat negara penerima boleh
melakukan tindakan-tindakan pengamanan seperlunya meskipun tanpa ijin dari

kepala perwakilan atau duta besar tersebut.

Hal ini pernah terjadi pada waktu polisi Guatemala memasukin kedutaan
besar Spanyol untuk melepaskan duta besar beserta staffnya yang telah disandera
oleh para petani yang telah menduduki kedutaan besar Spanyol dimana duta besar

telah berusaha mencegahnya. Namun demikian, peristiwa ini kemudian

41



mengakibatkan spanyol memutuskan hubungan diplomatik dengan Guatemala
tanggal 1 Februari 1980 karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap tidak

diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing disuatu negara.

Perlindungan_ diluar lingkungan gedung perwakilan diplomatik asing
meliputi segala upaya yang mungkin dilakukan oleh alat-alat negara penerima
agar seluruh anggota misi..diplomatik beserta “keluarganya dapat hidup damai,
tentram dan aman. Dalam pengertian perlindungan tersebut termasuk pemberian
berbagai fasilitas penunjang berupa perbaikan jalan menuju gedung perwakilan,
aliran listrik, sambungan telepon, jaringan pipa air minum. Apabila terjadi unjuk
rasa (demonstrasi) yang ditujukan kepada kantor kedutaan asing, alat-alat negara
penerima harus mengatur dan jika perlu melakukan- tindakan —tindakan persuasif
bahkan tindakan refresif demi melindungi kepentingan misi- diplomatik. Polisi
indonesia pernahsmelakukan “tindakan ;pengamanan” (bukan tindakan represif)
terhadap demonstran dari Pasukan Pembela Islam (PPl) pada kedutaan besar
Amerika Serikat di Jakarta pada akhir tahun 2001 sebagai akibat dari penyerangan

Amerika Serikat dan sekutunya ke Afganistan.

Walaupun gangguan-gangguan itu terjadi atau dilakukan diluar
extrateritorial seperti pembangunan-pembangunan lainnya yang berada disekitar
wilayah kedutaan, unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya
seperti pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain
diluar gedung perwakilan atau gedeng kedutaan. Semuanya itu merupakan

gangguan terhadap kewenangan perwakilan dalam menjalankan misinya ataupun
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dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing disuatu negara yang pada

hakikatnya bertentangan arti dari makna Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961.

Pasal 22 ayat 2 ini mengakibatkan suatu tingkat perlindungan yang khusus
disamping kewajiban yang sudah ada guna menunjukkan kesungguhan dalam
melindungi perwakilan asing yang berada disuatu negara (Suryono, Edy, 1986, p.
74). Kongres Amerika . Serikat telah mengeluarkan  resolusi-bersama yang
menyatakan sebagai pelanggaran pidana bagi orang-orang yang mempertontonkan
spanduk atau plakat dengan maksud untuk mengintimidasi, memaksa atau
melibatkan pada penyerangan tertentu secara khusus dan mengadakan tindakan-
tindakan yang - bersifat intimidasi dalam batas 500 kaki dari suatu gedung
perwakilan asing di wilayah distrik kolumbia yang digunakan atau ditempati oleh
perwakilan dari negara asing seperti kedutaan besar, kedutaan, konsulat atau
untuk keperluan resmi lainnya;-atau.untuk berkerumun dalam batas 500 kaki dari
gedung perwakilan dan menolok untuk bubar setelah diperintanhkannya oleh

petugas-petugas polisi setempat (Suryokusumo, Sumaryo, 2005, p. 82).

Menurut peraturan: di._Inggris bahkan.untuk keperluan umum seperti
pelebaran jalanpun, negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk
mengambil alih sebagian dari tanah gedung perwakilan asing. Karena itu pada
waktu pemerintah Inggris akan membangun jalan kereta api bawah tanah yang
baru akan melewati dibawah beberapa kedutaan besar, kekuasaan pemerintah
secara umum yang mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu tidak
dilakukan kecuali untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari setiap

kedutaan untuk membangun dibawahnya.

43



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Aparat negara penerima wajib mencegah atau menindak sesuai dengan
hukum yang berlaku apabila terjadi pemasangan tulisan-tulisan baik berupa

selebaran, pamflet, lieflet, baliho, spanduk, media lainnya yang bersifat

intimidatif, A arak-a : ka: : i lain yang
n asing dan
anggota
atau persoalan lain ya : ant N akilan asing,
dianggap sebag ; ar 0 senerima (Widodo,

2009, p. 1

Ses . ' Konvensi Wi m.pasal 22, negara
penerima bukan saja vai kewajiba Ik me edung perwakilan
asing sebagaimar iSe Nve but, tetapi juga

keadaan dili g i adun dalam kaitannya

Namun demikian, perwakila vakilan asing tidak dapat mengharapkan
penjagaan polisi secara permanen dari negara penerima. Dapat dibayangkan
beberapa jumlah polisi yang diperlukan oleh negara penerima untuk ditempatkan
didepan perwakilan-perwakilan asing dengan dua atau tiga kali pertukaran setiap

hari untuk menjaga gedung perwakilan negara asing.
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Sebaliknya, apabila sudah dapat diduga adanya gangguan atau unjuk rasa

yang bersifat bermusuhan atau jika kepala perwakilan asing memberitahukan

mengenai akan timbulnya gangguan atau kekacauan lainnya, negara penerima

serta tindakan-tindakan yang terjadi diluar gedung perwakilan yang dapat
mengganggu ketenangan misi perwakilan suatu negara atau yang dapat
menurunkan harkat dan martabatnya, perwakilan asing tersebut tetap harus
menahan diri untuk tidak mengadakan atau balasan apapun juga terhadap para

pelakunya demi menghormati hukum dan peraturan negara penerima.
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Namun jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran semacam perudalan
atau serangan terhadap gedung perwakilan asing sepenuhnya akan tetap menjadi

tanggung jawab negara penerima. Bahkan jika tidak dapat dikendalikan situasi

merupakan
hukum hu : agian da al. Oleh karena itu
karakteristi
misalnya ya
pasal 38 ay

internasional,

Dalam berbagai dokumen dan literatur, istilah hukum humaniter
internasional sering digunakan secara bergantian dengan istilah ‘“hukum
humaniter” maupun “hukum internasional yang berlaku pada waktu sengketa

bersenjata”. Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan

dalam protokol tambahan /1997 atas Konvensi-Konvensi Janewa 1949 Tentang
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Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Ambarwati, 2017, p.

28).

Menurut KPH aryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter

tentang dalam

an kekerasan

ng, dibagi lagi

Adapun menurut J. G. Strake yang dimaksud dengan hukum humaniter
terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang
didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk
menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap

individu dalam perang dan konflik bersenjata (Sujatmoko, 2016, p. 171).
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Dengan berbagai pengertian dari beberapa ahli, maka ruang lingkup
hukum humaniter dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu aliran luas,
aliran tengah dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya , menganut pengertian
hukum humaniter.dalam arti yang_luas, yaitu.bahwa hukum.humaniter mencakup
baik Hukum Janewa, Hukum Den Haag Dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya
Geza Herzegh menganut aliran=sempit,' @dimana menurutnya hukum humaniter
hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Strake dan  Haryomataram
menganut aliran tengah yang mengatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas

Hukum Janewa Dan Hukum Den Haag (Haryomataram, 1994, pp. 18-20).

Secara.rinci, International Committee Of The Red Cross (ICRC)
menguraikan maksud dari istilah ini adalah sebagai berikut: “hukum humaniter
internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanian
internasional atau kebiasaan, 'yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi
problem-problem kemanusiaan yangmuncul secara langsung dari sengketa-
sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-
alasan kemanusian membatasi hak dari pthak-pihak yang berkonflik untuk
menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi
orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.
Disamping itu Internasioal Comitte Of The Red Cross (ICRC) juga sering
menggunakan istilah hukum sengketa besenjata (Law Of Armed Conflict) sebagai

alternatif dan istilah hukum internasional (Ambarwati, 2017, p. 29).

Hukum humaniter internasional, sebagai salah satu bagian hukum

internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh
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setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta
mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat peran yang terjadi

di berbagai negara. dalam hal ini, hukum humaniter internasional merupakan

§ dapat digunakan oleh

Rﬁ\“ .& itan dengan

mengingat : ; . mereka
dilaksanaka atas-h : 15 dapat terlaksana
apabila pi it me aktikkan ~hukum humaniter
internasional, karena ' i - juran perlindungan
korban konf

2017, p. 27).

diperlukan untuk me Q Sip-prinsipnya menentukan
?“\\‘“

perlakuan terhadap individu- a perang atau konflik bersenjata.
Tanpa adanya peraturan seperti itu, kebiadapan dan kebrutalan perang tak aka
nada batasnya. Hukum dan kebiasan ini muncul dari praktek-praktek yang sudah

berjalan lama oleh negara-negara yang berperang (Strake J. , 1989, p. 273).

Keikutsertaan suatu negara dalam mempraktikkan aturan hukum
humaniter internasional atau dalam mengesahkan perjanjian hukum humaniter

internasional (perjanjian internasional dibidang hukum humaniter internasional),
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merupakan himbauan bagi negara-negara lainnya, termasuk bagian negara-negara
yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati

dan mengikatkan diri dengan perjanjian hukum humaniter internasioal

egara saja,

tetapi jug i asuk par Jgota.a Senjata, kepala
negara, juga penting
mengikat liter, terutama

karena PBE leh keseluruhan

semenjak masa damai, baik oleh asing negara maupun dalam hubungan
antarnegara. Demikian telah disepakati oleh masyarakat internasional
sebagaimana temuat dalam berbagai perjanjian internasional hukum humaniter
internasional. Kesepakatan tersebut dapat dipahami mengingat, pada waktu
perang kesempatan mempersiapkan pelaksanaan hukum humaniter internasional

akan semakin berkurang disbanding keinginan para pihak untuk mengejar tujuan

perang masing-masing (Ambarwati, 2017, p. 28).
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum humaniter pada

intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Ketentuan _tentang cara/pelaksanaan _permusuhan (conduct of

oban perang

misalnya d arana ‘cara/metode a : bolehkan atau
dilarang un terse atur da en Haag 1907 dan
lazim disebut ¢ t 1 yan yang mengatur

perlindungan terhada g V& Dmbatant), orang

Janewa Dan Den Haag untuk diratifikasi menandakan adanya suatu langkah maju
dalam melindungi kombatan dan para korban dalam suatu konfik bersenjata,
pengalaman di lapangan telah menunjukan bahwa pentataan terhadap aturan-turan
hukum humaniter internasional dapat membntu mencegah terjadinya penderitaan
yang tidak terhitung lagi banyaknya dalam sengketa-sengketa bersenjata. Namun

jauh sebelum lahirnya Konvensi Janewa tahun 1949 yang mengatur tentang
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Perlindungan Terhadap Korban Perang baik itu yang berasal dari militer maupun

penduduk sipil hal ini telah dibicarakan didalam hukum islam yang terdapat

didalam Al-Quran maupun Hadist.

pada umu 2 prinsi but saling al yang dianggap
berguna d ' ~ kepentin e mungkin  sekali
bertentangan d iaan. Perte 3 3 ntingan militer dan

kemanusiaal s atika as ketentuan baru

dilakukan dengan lebih memerhatika sip-prinsip kemanusiaan. Berdasakan
penjalasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter dan
hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini hukum
humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan

terhadap korban perang (Sujatmoko, Andrey, p. 172).
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®,

< KONVENSI DEN HAAG

Hukum Den Haag sendiri lebih memfokuskan diri pada peraturan

mengenai alat dan cara.berperang serta menekankan.bagaimana cara melakukan

operasi-ope r da as engakibatkan
kerusakan diberbaga ak - aupu but terdapat dalam

Konferensi Der g 18 : an se un 1907. Sejak

mengenai alat (sarana) dan cara (metode) berperang (means and methods of
warfare). Istilah tersebut diungkapkan berdasarkan latar belakang pembentukan
ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dalam dua konferensi yang digelar di kota
Den Haag, Belanda, yaitu konferensi pertama pada tahun 1899 dan konferensi

kedua tahun 1907.
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Konferensi Den Haag pertama, digelar dimulai tanggal 20 Mei 1899
hingga 29 Juli 1899. Konferensi yang digelar selama dua bulan lebih tersebut,

menghasilkan tiga konvensi atau kesepakatan internasional dan tiga deklarasi

(pernyataan). Ad . tiga deklarasi, yang
dapat dij ; ‘ “““‘ ...‘

< RSITAS IS]

di dalam tubuh
idak sempurna

ar dalam tubuh

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

menghasilkan 13 konvensi. Adapun konvensi-konvensi tersebut yakni sebagai

berikut:

e Konvensi ke-1 tentang penyelesaian persengketaan secara damai
e Konvensi ke-1l tentang pembatasan kekerasan senjata dalam menuntut
pembayaran hutang yang berasal dari kontrak

e Konvensi ke-11l tentang permulaan perang
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e Konvensi ke-1V tentang hukum dan kebiasaan perang di darat beserta
lampirannya

e Konvensi ke-V tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara netral

pada saat perang

tentang perang

p pengunaan hak

Konvensi VI (empat) sampa konvensi XII (dua belas) Den Haag
1907 pada umumnya mengatur seluruh masalah kapal berupa kapal perang,
sehingga menyangkut perang di laut. Dalam konferensi perdamaian ii tersebut,
adapun satu-satunya deklarasi yang dihasilkan berupa pelarangan penggunaan

proyektil-proyektil atau bahan-bahan peledak dari balon.
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Hukum Den Haag dapat dianggap sebagai serangkaian ketentuan atau
hukum yang berlaku dalam peperangan. Hukum yang ditujukan kepada para

komandan militer beserta prajurit dari berbagai negara yang menentukan

berperang angkaian ketentuan

hukum dan militer.

k-pihak yang
embatasi cara-

an-peraturan ini

g &8 %8

, yang kemudian

aws dikarenakan

Konferensi Den Haag 1899 mulai diadakan pertama kali dalam tempo tiga
bukan yakni, tanggal 20 Mei 1899 hingga 29 Juli 1899. Dalam konferensi tersebut
mengahasilkan tiga deklarasi (pernyataan) dan konvensi (perjajian-perjanjian)

pada tanggal 29 Juli 1899.
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s KONVENSI JANEWA 1949

Konvensi Janewa adalah bagian dari hukum internasional yang juga

dikenal sebagai hukum.kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi

perang. Pe atau dengan

TRE NN

aut®

revesasi, me definisikan hak

dan perlind arena konvensi

janewa tentz

Q
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§e;
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yang tepat. P
Haag (Konfere

perang bio-ki
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dalam peperangan). Ko anewa te empat perjanjian dan tiga
protokol tambahan yang menetap andar hukum internasional untuk
pengobatan kemanusiaan perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa biasanya
merujuk pada perjanjian tahun 1949, negosiasi pasca perang dunia kedua (1939-

1945), yang diperbarui dari kemudian untuk tiga perjanjian (1864, 1906, 1929),

dan menambahkan menjadi keempat.

Empat Konvensi Janewa berisi :
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Konvensi pertama, konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan
memastikan perlakuan manusiawi tapa diskriminasi ras, warna kulit, jenis

kelamin, keyakian atauagama, kekayaan dan lain-lain. Konvensi ini

seperti yang

ang kapalnya

1949 tentang

i seperti yang

Penerapan

1. Konvensi emua kasus perang yang
dideklarasikan oleh pihak-pihak yang bertikai

2. Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pertikaian bersenjata
antara dua atau lebih negara meskipun tanpa deklarasi perang

3. Konvensi ini berlaku bagi negara yang menandatangani meski negara

yang menajadi lawannya tidak menandatagani, tapi aturan ini hanya

berlaku jika negara lawan menerima dan menerapkan aturan konvensi.
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D. KRONOLOGI KONFLIK SURIAH

Jauh sebelum awal mula konflik Suriah dimulai, banyak orang Suriah

mengeluh tentang tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang meluas,

Suriah terja

dalam perang saudara, sekaligus awal mula perang suriah karea ragusan brigade
pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah. Intinya, awal mula
perang Suriah ini lebih dari sekedar pertempuran antara mereka yang melawan

Assad.

Faktor kunci telah menjadi intervensi kekuatan regional dan dunia,

termasuk Iran, Rusia, Arab Saudi dan Amerika Serikat, awal mula perang Suriah
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terjadi dengan adanya dukungan militer, finansial dan politik mereka untuk
pemerintan dan oposisi telah membrikan kontribusi pada intensifikasi dan
kelanjutan awal mula perang Suriah tersebut menjadikan Suriah sebagai medan
pertempuran proxy.  Kekuatan. eksternal juga telah ~dituduh mendorong
sektarianisme dalam kondisi negaa yang sebelumnya terkena sekler, yang
melibatkan mayoritas Sunni.dicnegara tersebut. terhadap sekte Syi’ah Alawite
(syi’ah alawt) yang dianut presiden. Pembagian semacam. itu mendorong kedua
belah pihak untuk melakukan kekejaman yang tidak hanya menyebabkan
hilangnya nyawa, tetapi juga menghancurkan komunitas, posisi yang sulit dan

harapan yang meredup untuk penyelesaian politik.

Awal mula perang Suriah ditunjukkan dengan kelompok jihad yang
berhasil merebut divisi tersebut, dan kemunculan mereka telah menambahkan
dimensi dilevel lebih lanjut pada-perang.tersebut Hayat Tahrir Al-Sam, sebuah
aliansi yang dibentuk oleh apa yang dulu merupakan Front Al-Nusra yang
berafaliasi dengan Al-Qaeda, menguasai sebagian besar wilayah barat laut.
Sementara itu, kelompok ISIS merebut kendali atas sebagian besar wilayah timur
laut Suriah. Sekarang hanya menguasai beberapa wilayah terisolasi dari tertori
setelah diusir dari benteng kotanya oleh pasukan pemerintah yang didukung oleh
Rusia, brigade pemberontak yang didukung Turki, dan sebuah aliansi milisi Kurdi

yang didukung oleh Amerika Serikat (AS).

Arab Spring (2011), yang dianggap sebagai keberhasilan bagi
pemberontakan juga memicu keinginan untuk menggulingkan presiden Tunisia

dan Mesir. Ini sangat memberi harapan kepada aktivis pro-demokrasi Suriah. Pada
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bulan Maret itu, demonstrasi damai meletus di Suriah. Beberapa demonstran

ditahan dan banyak yang lainnya. Dikatakan ada beberapa dari mereka yang

terbunuh. Pemerintahan melakukan tindakan represif terhadap demonstran dan

pembentu
bertujuan 2Ng pemerinta erang sipil di
dipanasi ol e Suriah dengan
dukungan sij urki dan Saudi
dianggap ikut bentuknya yang

pasti.

Amerika Serikat (AS) dengan ala engusir isis tetapi banyak mentarget
kelompok pro-Assad. Assad dibantu oleh Iran dan Hizbullah. Kemudian
dukungan asing dan intervensi terbuka turut memainkan peran besar dalam perang

sipil Suriah. Assad dibantu oleh Iran dan Hizbullah. Kemudian, dukungan asing

dan intervensi terbuka turut memainkan perang besar dalam perang sipil Suriah.
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Sejak tahun 2014 Amerika Serikat (AS) melakukan operasi bermata ganda
terhadap ISIS. Disamping menargetkan ISIS di Suriah, Amerika Serikat banyak

menyerang kelompok pro pemerintah, Amerika Serikat diduga memiliki

pengebom apa yang disebu ai “kelot eroris” di Suriah,
termasuk K didukung oleh
Amerika militer untuk

menopang

Amerika Serikat percaya bahwa sebug angan kimia terhadap Khan Sheikhoun
telah diluncurkan (sebuah alasan yang sampai sekarang tidak terbukti sama sekali,

seperti kasus bom kimia Irag-Saddam)

Bahkan Israel juga ikut serta melakukan serangan udara di Suriah,
dilaporkan menargetkan pejuang dan fasilitas Hizbullah dan pro-pemerintah.

Setelah Allepo menjadi salah satu korban, pertarungan di Suriah berlanjut di dua
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front utama yaitu Ghouta Timur Dan Afrin. Di Ghouta Timur pasukan
pemerintahan Suriah yang didukung oleh pesawat tempur Rusia terus menyerang

daerah kantong pemberontakan Ghouta Timur, mengakibatkan ratusan warga sipil

bulan Jan e s 1k iah barat laut,
dekat Afri A et Tahrir Al-Sham
mengaku b
dekat Idlib pada 3 Fek ) saat ini h.yang berpusat di
Ghouta Ti - telah menjadi

telah menjelma

bak neraka bagi

dekade lalu. Perang juga menghancu rastruktur dan melumpuhkan sumber

listrik serta produksi minyak.
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BAB Il

PEMBAHASAN

Jiplomatik telah
ta besar antara
negara-negara..Eropa D Un an keistimewaan
oleh negara didasarkan ata :' ‘- -L : ini diperlukan guna menjamin agar
perwakilan ik 2 lisi a is ‘:_' negara jalankan tugas

atau misin secara 3 ame ekebalan terhadap

Kemudian dibuatla .& omatik asing yang

dibebaskan dari yurisc QQ ‘ .
LIS s
Pada abad ke 18, atu Kebiasaan internasional mengenai
kekebalan dan keistimewaan diplomatik mulai ditempatkan, diantaranya adalah
mengenai gedung perwakilan diplomatik. Gedung yang dipakai oleh perwakilan
diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan tidak
dapat diganggu gugat oleh para penguasa-penguasa negara penerima dan

dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk biaya

pelayanan khusus seperti tarif air. Kemudian pada abad ke 20, mengenai hak
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kekebalan dan keistimewaan diplomatik mengalami perkembangan diberbagai
negara, dimana kekebalan diplomatik cenderung kearah bentuk-bentuk baru dalam

komunikasi diplomatik seperti wireless transmitter dalam perwakilan diplomatik.

Officers,

Conventi

1932.

. kedua, bukan untuk kepe perseorangan tetapi untuk menjamin
terlaksananya tugaspara pejabat diplomatik secara efsien terutama

dalam tugas dari negara yang diwakilinya.

Di dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 pada alinea ke empat
disebutkan bahwa tujuan dari diberikannya hak kekebalan dan keistimewaan tidak

dimaksudkan untuk keuntungan individu melainkan untuk menjamin pelaksanaan
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yang efisien fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dalam mewakili negara pengirim.

Sehingga terlihat bahwa Konvensi Wina 1961 telah menganut teori diatas yaitu

teori representative character dan teori functional necessity.

liknya, yang

\ 3

ah kediaman
a guna keperluan
misinya ne i tempat untuk
digunakan menyewanya.
Namun ged a untuk keperluan

perwakilan atik tidak bisa

v\'ﬁ\‘i‘ﬁ.‘q\‘%\i‘

N
.
]

digunakan un

yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam
konvensi ini atau oleh aturan-aturan lain dari hukum internasional atau oleh

persetujuan-persetujuan khusus antara negara pengirim dan negara penerima.....”

Gedung perwakilan diplomatik disamping terdiri dari gedung beserta
bagian-bagiannya yang terdapat harta milik lainnya baik yang bergerak seperti

kendaraan-kendaraan perwakilan dan benda tidak bergerak seperti perabotan-
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perabotan lainnya termasuk arsip-arsip dan dokumen-dokumen perwakilan.
Perwakilan diplomatik tidak diprebolehkan untuk mendirikan kantor-kantor yang
letaknya diluar perwakilan yang membentuk bagian dari perwakilan tersebut,
selain dimana perwakilan diplomatik itu._sendiri didirikan, kecuali jika ada

peretujuan yang jelas dari persetujuan negara penerima.

Perwakilan diplomatik-'seperti kedutaan‘besar. termasuk rumah kediaman
kedutaan besar (ambassador residences) diperbolenhkan untuk mengibarkan
bendera termasuk pemasangan logo dari negaranya. Demikian juga dengan mobil
yang digunakan secara resmi oleh duta besar juga bisa menggunakan bendera
negaranya. Oleh karena kekebalannya, maka gedung perwakilan diplomatik tidak
boleh diganggu gugat dan tidak boleh dimasuki oleh alat-alat negara penerima
seperti polisi, kecuali ada izin dari kepala perwakilan diplomatik tersebut. Orang-
orang yang tidak berkepentingan ,tidaks diperbolehkan memasuki gedung
perwakilan diplomatik. Sehubungan dengan hal tersebut negara penerima
mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah sepatutnya
untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik tersebut dari adanya gangguan
atau pengerusakan dan mencegah timbulnya setiap gangguan ketenangan
perwakilan atau hal-hal yang dapat menurunkan martabatnya. Adanya perabotan
dan harta milik lainnya baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang ada
diperwakilan tersebut juga tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh dilakuakan
penggeledahan,penuntutan, pengikatan ataupun penyitaan oleh aparat negara

penerima.
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Dalam hukum internasional pemberian kekebalan dan keistimewaan

diplomatik, dikenal beberapa teori. Teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

alnya dengan
gedung perwak : E rian ke aan diplomatik itu
g diplomat itu

tetap bera ega sendiri, ia tidak a negara penerima

sangat berat o

atas suatu fiksi dan g Sel 991, p. 31).

Teori ini mengajarkan baik pejabat diplomatik maupun perwakilan
diplomatik, mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam kapasitas
itulah pejabat dan pewakilan diplomatik asing menikmati hak-hak istimewa dan
kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara
penerima menghormati negara pengirim, kebesaran dan kedaulatan serta kepala

negaranya. Teori ini berasal dari era kerjaaan masa lalu dimana negara penerima
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memberikan semua hak, kebebasan, dan perlindungan kepada utusan utusan raja
sebagai penghormatan terhadap raja itu sendiri. Namun seperti hal nya dengan
teori eksteritorialitas, pemberian hak hak istimewa dan kekebalan diplomatik ini
tidak mempunyais batas' yang..jelas dan_menimbulkan -kebingungan hukum
(Syahmin, 2006, p. 118). Teori Ini juga sulit diterapkan karena sampai saat ini
orang yang mendapat kekebalan| diplomatik .bukan hanya diplomat, tetapi
termasuk ‘angota keluarga diplomat yang membentuk.rumah tangganya dan
tinggal dinegara penerima, pada hal bukan status diplomat yang mewakili negara
pengirim. Dalam praktik juga sulit dibedakan antara perbuatan seorang diplomatik
dalam kapasitasnya sebagai wakil negara atau wakil negara, dengan perbuatan
diplomat dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Padahal menurut-hukum diplomatik
seluruh perbuatan diplomat baik perbuatan atas nama negara maupun atas nama

pribadi memperoleh kekebalan dan keistimewaan (Widodo, 2009, p. 119)

3. Teori kekebalan fungsional

Teori ini mengajarkan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekabalan
diplomatik dan misi diplematik hanya “berdasarkan kebutuhan-kebutuhan
fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi,
terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan
sehingga dapat diciptikan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan
hak-hak negara penerima. Teori ini kemudian didukung untuk menjadi ketentuan

dalam Konvensi Wina 1961. Teori ini menjadi prinsip yang paling banyak dianut

69



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bagi kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan keperluan agar

perwakilan diplomatik dapat menunaikan tugas-tugasnya dengan efisien.

diatas, komisi hukum

merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik dapat melaksanakan

tugas-tugasnya.

3. Komisi Hukum Internasional telah menganut teori ketiga dalam
menyelesaikan masalah-masalah di dalam praktik tidak dapat memberikan
keterangan secara jelas, disamping memperhatikan juga sifat perwakilan

dari kepala perwakilan diplomatik dan dari perwakilannya sendiri.
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Hak untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan

diplomatik agar mereka dapat melakukan fungsinya dengan baik telah dianut dan

diakui dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yaitu dalam

sepenuhnya mereka dapat

melaksanal ( Jas Ve 2mban oleh pe atik tersebut dari

peraturan mengenai pengakuan Se versal tentang kekebalan diplomatik
yang meliputi tempat kediaman dan kerja atau kantor perwakilan pejabat
diplomatik (Widagdo, 2007, p. 120). Sesuai dengan pasal 22 dan 30 Konvensi

Wina 1961 sebagai berikut :
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Pasal 22:

1) The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the

receiving state is under special duty to.take all approhead of the

property there

ission shall be

.. W agen.diplomatik mendapatkan hak
St

kekebalan dan hak keistimewaa upun perabotan dan properti lainnya
dinegara penerima, hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut hanya diberikan
kepada pejabat luar negeri dan negara penerima mungkin tidak bisa memasukkan

mereka, kecuali dengan persetujuan para pihak penerima yang lain.

Adapun maksud dari kekebalan dan keistimewaan tersebut, setiap orang
berhak mendapakan istimewa dan menikmati hak kekebalan (immunities) yang

didapat oleh agen diplomatik pada saat memasuki wilayah negara penerima dan
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melanjutkan untuk mengambil hak istimewa dan hak kekebalan yang didapatkan
dari negara penerima, atau jika sudah dalam wilayah, dari saat ketika itu janji

diberitahukan kepada department luar negeri lain atau department yang akan

Hak ak digango ¢ ability) adalah

mutlak gun aka st <ilan yak. Hak semacam
itu diberike ip-arsip serta
dokumen la kediaman para
diplomat ya asuk juga surat-

surat dan kore

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan
perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran
terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung

jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan
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kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri

yang dikenal sebagai “pertanggungjawaban negara”.

Salah satu yang.dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik yaitu
perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak.negara penerima
dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka
negara pengirim dapat_.mengajukan keberatan /(receiving state) dan negara

penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

Kedutaan berfungsi sebagal kedudukan yang bertugas menjalankan misi-
misi perwakilan'dari negara pengirim ke negara penerima. Perlindungan terhadap
kedutaan menjadi suatu masalah yang sangat sering dibicarakan. Gedung
kedutaan sendiri memiliki kekebalan yang telah di akui oleh negara-negara yang
melakukan hubungan diplomatik. Kekebalan terhadap kedutaan sendiri meliputi
gedung perwakilan, lingkungan ‘dalam “perwakilan maupun diluar lingkungan
perwakilan, selain itu kantor/perwakilan kedutaan diluar negeri tidak boleh
dimasuki oleh pejabat pejabat dari negara penerima secara sembarangan tanpa
persetujuan dari perwakilan kedutaan. Sehingga negara penerima wajib menjaga
ketentaraman dari setiap pejabat ‘pejabat diplomatik yang berada diwilayah

kedutaan tersebut.

Kedutaan merupakan suatu wilayah ekstrateritorial negara lain yang
berdiri dan tidak tunduk kepada hukum yang berlaku di negara tersebut tetapi
tunduk pada hukum negara dari kedutaan itu sendiri, perlindungan ini bertitik

tolak pada prinsip bahwa wisma-wisma perwakilan/gedung-gedung kedutaaan
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tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu negara penerima memiliki

kewajiban untuk melindunginya.

Berkaitan dengan perlindungan perwakilan diplomatik dalam suat konflik
bersenjata, Kenvensi ‘Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik memuat
pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diwilayah perang. Pasal 29 dan
37 ayat 1 mewajibkan negara ‘penerima untuk’ memberikan keistimewaan dan
perlindungan dari segala jenis gangguan terhadap para agen diplomatik beserta
bagian dari rumah tangganya sedangkan pasal 22 dan pasal 30 ayat 1 memberikan
perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik, termasuk rumah kediaman

para agen diplomatik tersebut.

Selanjutnya, convention on the prevention and punishment of crimes
against internationally protected persons including diplomatic agents 1973
memberikan penekanan pada pencegahan-dan penghukuman atas kejahatan yang
dilakukan terhadap orang orang yang dilindungi secara internasional termasuk
pejabat diplomatik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1
huruf b konvensi tersebut. Selain itu, pasal4.huruf a dan b konvensi tersebut
menyatakan bahwa negara-negara anggota konvensi ini wajib dan bekerja sama

dan menukar informasi mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu Protocol tambahan | Konvensi Janewa (1979) menitik beratkan
pada prinsip pembedaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 serta
pasal 52 ayat 1 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan

terhadap orang-orang sipil, penduduk sipil, dan objek sipil. Dengan demikian
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jelaslah bahwa agen diplomatik dan gedung serta alat-alat perwakilannya dapat

dikategorikan sebagai orang sipil dan objek sipil yang harus dilindungi.

Berdasarkan pengaturan yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui
bahwa dengan® adanya. Konvensi Wina 1961 Pasal 22, gedung perwakilan
diplomatik secara langsung dapat kekebalan selayaknya perwakilan diplomatik itu
sendiri. Negara penerima;harus melakukan ‘'segala upaya terkait perlindungan
mengenai gedung perwakilan diplomatik yang berada di wilayah konflik. Jika
terjadi kerusakan atau permasalahan di wilayah territorial gedung perwakilan itu
negara penerima wajib melakukan pertanggungjawaban atas segala kerusakan

yang terjadi berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya.

B. STATUS HUKUM GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK YANG

ADA DIWILAYAH KONFLIK

Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang
bertugas dalam membina hubungan diplomatik dengan negara lain. Tugas ini
dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi-duta besar, duta, kuasa usaha
dan atase-atase. Istilah diplomatik. (diplomacy), dalam hubungan internasional
berarti “sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh
sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin
hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara disebut saling

menempatkan perwakilannya (kedutaan atau konsuler)

1. Tugas pokok perwakilan diplomatik:

Perwakilan diplomatik (duta besar) memiliki tugas sebagai berikut:
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a. Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan
kepala negara dengan perintah asing

b. Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi oleh

dan elesaikannymengurus

< “Vapnaannt 'a@‘ -
» em
bl

e.

3. Peranan perwakilan diplomati

a. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya upaya dan
tenaga dalam mencapai tujuan tersebut

b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan

nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada
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c. Menentukan apakah tujan nasional sejalan atau berbeda dengan
kepentingan negara lain

d. Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dan sebaik baiknya

proses pembukaan serta <atan pe plomatik diantara kedua

1%‘;

pagaimana yang telah diatur dalam

2lah pengangkatan tersebut

negara yang telah me q Q ‘
AN

maka fungsi dan tugasnya m

ketentuan-ketentuannya.

Berangkat dari pasal 22 Konvensi Wina 1961, bahwa negara penerima
bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan dan
keadaan dilingkungan yang berada diluar gedung perwakilan, pemerintah negara
penerima harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah

adanya gangguan atau kerusuhan termasuk gangguan terhadap ketenangan
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perwakilan atau yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di
suatu negara (suryakusumo, 2007, p. 157). Maka dari itu, negara penerima wajib

mencegah adanya gangguan terhadap perwakilan diplomatik, staff, dan gedung

erdapat dalam
pasal 44 K harus, bahkan
di dalam ke memudahkan
orang-oran
warga negara penerima See ot ota kelua ang-orang tersebut

dengan tidak mer : ; nya an negara penerima

negara, atau jika dipanggil kembaliu ementara atau seterusnya :

1. Negara penerima harus, bahkan pada saat terjadinya konflik bersenjata,
menghormati dan melindungi missi, bersama-sama dengan barang-

barang dan arsip-arsipnya.
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2. Negara pengirim boleh mempercayakan pemeliharaan gedung missi,

bersama-sama dengan barang-barang dan arsip-arsipnya, kepada suatu

negara ketiga yang apat diterima oleh negara penerima.

dihormati
kembali ke
perwakilan ¢

dalam keada

" A B &)
%.
3
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terjadinya s
diplomatic. Me

negara penerima
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@D
=
c
3
V)
5

sesuai yang diatur dala ‘.!& gedung misi bukanlah objek

Q@‘\\

serangan militer. Dalam keac penerima tidak dapat menjamin
seutuhnya perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatic negara pengirim,
negara pengirim dapat mempercayakan pemeliharaan gedung perwakilan beserta

isinya kepada negara ketiga sesuai dari persetujuan negara penerima.
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Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999

Tentang Hubungan Luar Negeri pasal 9 ayat (2) menyebutkan :

“pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara

ditetapkan dengan

NS

a tahun 1949,
aan Indonesia.

dan Lebanon,

ALY

nal perihal isu

dataran tin an. Berkaitan dengan kejadi suriah saat ini,

negara merupakan anggota Geraka Blok dan Organisasi Kerjasama Islam

(OKI).

Disinggung soal politik Indonesia dalam perang Suriah tersebut, Indonesia
memiliki dua harapan. Pertama, pemerintahan ingin forum multilateral digelar dan
melibatkan seluruh pihak terkait dan diakui oleh PBB. Kedua, mediasi oleh pihak-

pihak yang netral dan memahami permasalahan ini secara mendalam. Meskipun
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perang masih terus berlanjut namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia saat ini
masih mengaktifkan kantor perwakilan yang berada di Damaskus walaupun sudah

masuk status Siaga Ill, ini dikarenakan masih banyak Warga Negara Indonesia

angga, sebagian juga

SNt .93

perdamai
untuk men
bantuan ke

perunding
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

| <z
Q s @ “{mﬁ ,,

territorial gedung perwa egara penerima wajib melakukan

permasalahan di wilayah

pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang terjadi berdasarkan
perjanjian yang dilakukan sebelumnya.

2. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini masih mengaktifkan
kantor perwakilan yang berada di Damaskus walaupun sudah masuk status
Siaga I11, ini dikarenakan masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di

Suriah. Sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga, sebagian juga
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besar dari mereka berangkat sebelum perang pecah, tapi belum dapat
dipulangkan. Tugas utama dari diplomat adalah melindungi Warga Negara

Indonesia (WNI). Indonesia terus mendorong solusi politik bukan militer

. Kepada pemerintah ebagai negara penerima harusnya
memberikan keistimewaan dan perlindungan dari segala jenis
gangguan terhadap para agen diplomatik beserta bagian dari rumah
tangganya dan berikut dengan gedungnya berdasarkan Konvensi Wina

Pasal 29 dan 37 ayat 1
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. Untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia sebaiknya tetap waspada

atas status keaktifan yang sangat beresiko ditengah-tengah kondisi

perang.

)enar-benar mematuhi
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